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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI I 

 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. RUU tentang PERUBAHAN 
ATAS UNDANG-UNDANG 
NOMOR 32 TAHUN 2002 

TENTANG PENYIARAN 
(RUU PENYIARAN) 

Kunjungan 
Kerja Panja. 

Kunker Panja Penyusunan RUU Penyiaran ke: 
1. Turki (Istanbul) 
2. Kuwait 

Tanggal 12-18 November 2022. 

- 
 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. BUMNIP PT LEN Kunker Spesifik Komisi I DPR RI ke Jawa Barat 
(Bandung) dalam rangka mengetahui peran dan 

kontribusi PT. LEN Industri (Persero) sebagai integrator 
holding BUMN Industri Pertahanan (Defend ID) guna 
terwujudnya interoperabilitas Alutsista TNI). 

Tanggal 4-6 
November 2022. 

2. LPP RRI LPP RRI 
Banten  

Kunker Spesifik Komisi I DPR RI ke Banten dalam 
rangka mengetahui peran RRI Banten dalam 

Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Konten Kreasi 
Berbasis Budaya Lokal. 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

3. Kemhan Universitas 
Pertahanan 

Kunker Spesifik Komisi I DPR RI ke Jawa Barat (Bogor) 
dalam rangka mengetahui peran Universitas 

Pertahanan (Unhan) Republik Indonesia, mengenai :  
a) Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi terhadap 

Pertahanan Negara; 

b) Peluang dan tantangan Merdeka Belajar Kampus 
Merdeka; 

c) Peluang dan tantangan kurikulum terhadap 

pertahanan kekinian; 
d) Sinergitas Unhan dengan Kementerian/ Lembaga dan 

Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI); dan 
e) Visi dan Misi Unhan dalam mewujudkan lulusan 

yang handal dan profesional. 

4. Kemlu, 
Kemkominfo,TNI, 

BIN, dan BSSN 

Persiapan G20 Laporan Panja Persiapan G20 Komisi I DPR RI dalam 
Rapat Intern Komisi I DPR RI dan Laporan diterima dan 

menjadi rekomendasi Komisi I DPR RI ke Mitra Kerja 
Komisi I DPR RI dengan rekomendasi sebagai berikut: 
1. Aspek Diplomasi  

a. Komisi I DPR RI meminta Kemlu untuk terus 
mengoptimalkan peran Presidensi Indonesia di 

G20 agar menghasilkan kesepakatan yang dapat 
dijalankan di tingkat nasional dan global, 
memberikan manfaat optimal pada kepentingan 

nasional Indonesia serta mewujudkan kerja sama 
internasional yang lebih konkret bagi negara-

negara berkembang terutama pada tiga sektor 
strategis, yang mencakup: arsitektur kesehatan 
global yang inklusif, transformasi berbasis digital, 

dan transisi energi berkelanjutan. 

7 November 
2022 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

b. Komisi I DPR RI mendorong Kemlu untuk 
menavigasi G20 sebagai forum kerja sama 

ekonomi yang menjaga harmoni dan 
menjembatani kepentingan semua pihak sesuai 
dengan kelaziman yang berlaku di G20 serta 

berkontribusi secara nyata terhadap upaya 
pemulihan global dan penyelesaian beragam 
masalah global dengan menunjukkan komitmen 

semangat kerja sama, kolaborasi, dan konsensus.  
2. Aspek Pengamanan KTT G20 

a. Komisi I DPR RI meminta TNI sebagai 
penanggung jawab keamanan KTT G20 di Bali 
untuk mengerahkan segenap kemampuan militer 

dari matra darat, laut, dan udara dalam keadaan 
siap siaga dan siap tempur untuk menjaga 

keselamatan dan keamanan para kepala negara/ 
pemerintahan G20 serta menghadapi ancaman 
spesifik maupun bencana alam.  

b. Komisi I DPR RI meminta TNI terus 
meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan 
para pemangku kepentingan seperti BIN, Polri, 

dan Pemda dalam menggelar operasi keamanan 
untuk dapat mendeteksi gangguan yang mungkin 

timbul dan melakukan pemantauan terus-
menerus secara tepat serta menyiapkan mitigasi 
risiko. 

c. Komisi I DPR RI meminta BIN terus 
meningkatkan pemetaan, monitoring, koordinasi, 

dan antisipasi terkait analisis kondisi aktual dan 
gangguan keamanan agar tercipta stabilitas 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

keamanan yang kondusif selama pelaksanaan 
KTT G20.. 

d. Komisi I DPR RI meminta BSSN sebagai leading 
sector pengamanan siber KTT G20 untuk 

mengerahkan para ahli dan peralatan 
berteknologi tinggi untuk menjamin keamanan 
siber serta menanggulangi potensi ancaman siber 

selama pelaksanaan KTT G20, seperti: pencurian 
data, peretasan spesifik (spear phishing), virus 

yang ditempelkan pada dokumen (malicious 
malware), pembajakan, jaringan wireless fidelity 

(WiFi) palsu, dan operasi malware. 
3. Transformasi Digital 

a. Komisi I DPR RI mendorong Kemkominfo untuk 

terus melakukan  transformasi digital sebagai 
salah satu prioritas dalam Presidensi G20,  dalam 

bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi digital, 
pembangunan infrastruktur TIK, pengurangan 
kesenjangan digital, peningkatan literasi digital, 

dan tata kelola data inklusif. Lebih lanjut, Panja 
mendorong agar ke depan, Indonesia mampu  
mengembangkan ekonomi digital nasional dan 

bekerja sama dalam  ekonomi digital global. 
b. Komisi I DPR RI mendorong mengoptimalkan 

peran Kemkominfo sebagai Government Public 
Relation (GPR) dalam menggaungkan kegiatan 

G20 di semua lini baik nasional maupun 
internasional sesuai dengan tujuan G20. 
Sehubungan hal tersebut, Kemkominfo dapat 

mengoptimalkan penyebaran informasi 
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NO 
KEMENTERIAN/ 

LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

menggunakan berbagai jenis media dan bekerja 
sama dengan berbagai media partner termasuk 

media internasional.   

5. ---  Pembentukan Panja Evaluasi G20. Rapat Intern 

Komisi I DPR RI 
tanggal 7 
November 2022. 

6. --- Pengelolaan 
Satu Data di 

Pemerintah 
Provinsi 
Yogyakarta 

dan Jawa 
Tengah. 

Kunker Panja Kebocoran Data Komisi I DPR RI ke: 
1. Yogyakarta. 

2. Jawa Tengah. 

Tanggal 8-10 
November 2022. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI II 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kementerian PAN & RB RI 

dan BKN RI 

a. Pelaksanaan 

undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan 

negara; 
dan/atau 

c. Kebijakan 
pemerintah. 

 

RDPU Komisi II DPR RI 

dengan Dewan Pengurus 
Nasional Persatuan 

Perangkat Desa 
Indonesia (DPN PPDI) 

dan Dewan Pimpinan 
Pusat Komunitas Rakyat 

Abdi Negara Indonesia 
(DPP KRANI) dengan 

agenda pembahasan 
terkait kasus 

pemberhentian perangkat 
desa diluar peraturan 

perundang-undangan 
dan perlindungan 

Hukum terkait ASN yang 
diberhentikan tidak 

dengan hormat 
sebagaimana diatur 

dalam UU ASN dan 

1. Berdasarkan Permendagri masa jabatan 

perangkat desa sampai 60 tahun, 

namun masih banyak yang 

diberhentikan seenaknya oleh kepala 

desa. Permohonan perangkat desa 

dilindungi oleh Komisi II DPR RI agar 

tidak terjadi lagi pemberhentian 

perangkat desa yang terjadi selama ini. 

2. PNS yang terdampak sudah melakukan 

upaya hukum ke PTUN, MA dll. Bagi 

PNS yang sudah menang di peradilan 

tidak diaktifkan kembali oleh BKN dan 

tidak mendapatkan tanggapan dari 

Kementerian PAN&RB. Permohonan 

kepada Komisi II DPR RI untuk 

diaktifkan kembali sebagai PNS. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

permohonan pengaktifan 

kembali status ASN. 

2. Pengurus dan Jajaran Maju 

Perempuan Indonesia (MPI) 

a. Pelaksanaan 

undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan 

negara; 
dan/atau 

c. Kebijakan 
pemerintah. 

RDPU Komisi II DPR RI 

dengan Pengurus dan 
Jajaran Maju 

Perempuan Indonesia 
(MPI) dengan agenda 

pembahasan terhadap 
seleksi calon Anggota 

Bawaslu Daerah dan 
KPU Daerah serta 

terpenuhinya minimal 
30% keterwakilan 

perempuan dalam 
komposisi Anggota 

Bawaslu Daerah dan 
KPU Daerah. 

 

Maju Perempuan Indonesia menyampaikan 

aspirasi sebagai berikut: 

a. Mendorong terwujudnya keterwakilan 

perempuan yang lebih baik lagi di 

berbagai lembaga negara agar terwujud 

kebijakan yang berpihak kepada 

perempuan misalnya: aspek kesehatan, 

politik, budaya, dan lain-lain. 

b. Mendorong terpenuhinya keterwakilan 

30% perempuan dalam seleksi calon 

anggota bawaslu tidak hanya di tingkat 

Bawaslu Provinsi tetapi juga di tingkat 

bawaslu kab/kota. 

c. Meningkatkan sosialisasi kepada 

perempuan di kabupaten/kota terhadap 

pentingnya keterwakilan perempuan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat 

(11) UU No. 7 Tahun 2017 tentang 

Pemiihan Umum serta berbagai 

affirmative action lainnya yang diberikan 

kepada perempuan. 

3. Kementerian PAN & RB RI 

dan BKN RI 

a. Pelaksanaan 

undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan 

RDPU Komisi II DPR RI 

dengan Dewan 
Perwakilan Pusat Forum 

Pendidik Tenaga 
Honorer dan Swasta 

Forum Pemuda Peduli Nagekeo 

menyampaikan aspirasi sebagai berikut: 

a. Sejumlah 1.046 tenaga non PNS di 

Kabupaten Nagekeo yang sudah bekerja 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

negara; 

dan/atau 
c. Kebijakan 

pemerintah. 

Indonesia (FGTHSI), 

Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan Negara 

Indonesia (PTKNI), dan 
Forum Pemuda Peduli 
Nagekeo (FPPN) dengan 

agenda pembahasan 
terkait permasalahan 

Tenaga Honorer 

sejak tahun 2008-2018 diberhentikan 

oleh Bupati Kabupaten Nagekeo. 

b. Pada tahun 2019 Bupati Kabupaten 

Nagekeo berganti dengan yang baru, lalu 

Bupati Kabupaten Nagekeo yang baru 

melakukan perekrutan tenaga non ASN 

sampai dengan 10 November 2019. Para 

tenaga non ASN melamar untuk kembali 

bekerja, namun hingga saat ini belum 

ada pengangkatan untuk kembali 

menjadi tenaga non ASN bagi 1.046 

tenaga non ASN.  

c. Pemberhentian sebagai tenaga non ASN 

berdampak pada keluarga, kesehatan, 

dan kemampuan finansial.  

d. Kementerian PAN & RB telah 

menerbitkan surat kepada Bupati 

Kabupaten Nagekeo agar 1.046 tenaga 

non ASN dapat didata sebagai calon 

peserta PPPK, namun hingga saat ini 

kami belum masuk pendataan 

e. Sejumlah 1.046 tenaga non ASN 

berharap ada jalan untuk dapat masuk 

dalam pendataan tenaga non ASN yang 

dilakukan pemerintah pusat meskipun 

saat ini pendataan tenaga non ASN telah 

ditutup. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

Forum Pendidik Tenaga Honorer dan 

Swasta Indonesia menyampaikan aspirasi 

sebagai berikut: 

a. Sejumlah 833 orang tenaga non ASN di 

Kabupaten Solok Selatan yang terdiri 

dari: THK-II sebanyak 141 Orang dan 

Non THK-II sebanyak 692 orang 

diberhentikan secara sepihak tanpa ada 

surat  dan keterangan yang jelas serta 

tanpa pesangon oleh Bupati Kabupaten 

Solok Selatan.  

b. Para tenaga non ASN yang 

diberhentikan sepihak telah bekerja 

sejak tahun 2011-Juli 2021 dengan gaji 

di bawah UMR.  

c. Pada tahun 2022 Bupati kabupaten 

Solok Selatan telah melakukan 

pengangkatan tenaga hononer sebanyak 

537 orang. 

d. Kesimpulan rapat Komisi II DPR RI 

dengan Kementerian PANRB, 

Kementerian Keuangan, dll harus 

dilaksanakan oleh pemerintah serta 

menjalankan roadmap penanganan 

tenaga honorer yang dahulu telah 

ditetapkan.  
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

e. Sejumlah 833 orang tenaga non ASN di 

Kabupaten Solok meminta untuk 

diaktifkan kembali sebagai tenaga non 

ASN yang bekerja di lingkungan 

Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan 

sejak Agustus 2021-sekarang agar dapat 

melakukan pendataan tenaga non ASN 

yang diselenggarakan oleh pemerintah 

pusat.  

f. Sejumlah 833 orang tenaga non ASN di 

Kabupaten Solok meminta kepada 

pemerintah agar dapat diberikan jalur 

khusus untuk melakukan pendataan 

tenaga non ASN mengingat saat ini 

pendataan telah ditutup. 

 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Negara 

Indonesia menyampaikan aspirasi sebagai 

berikut:  

a. Meminta kepada Komisi II DPR RI dan 

untuk membuat regulasi yang 

berkeadilan bagi para tenaga 

kependidikan mengingat pentingnya 

tugas pokok dan fungsi tenaga 

kependidikan dalam berjalannya proses 

manajemen di sekolah. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

b. Masukan dalam revisi UU ASN terkait 

beberapa jabatan seperti: operator 

sekolah, tenaga administrasi sekolah, 

dan penjaga keamanan/satpam sekolah 

agar masuk dalam kategori jabatan 

fungsional.  

c. Tenaga kependidikan belum bisa masuk 

pendataan tenaga non ASN karena tidak 

masuk dalam data Dapodik sebagai 

jabatan fungsional. 

4.  Pemerintah Daerah dan 
BKN 

a. Pelaksanaan 
undang-

undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan 
negara; 

dan/atau 
c. Kebijakan 

pemerintah 

Kunjungan Spesifik 
Komisi II DPR RI ke 

Kabupaten Bogor, 
Kabupaten Bekasi, dan 

Kabupaten Tangerang. 

Terkait evaluasi tenaga honorer 

5. Kementerian ATR/BPN a. Pelaksanaan 

undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan 

negara; 
dan/atau 

c. Kebijakan 
pemerintah 

RDPU Komisi II DPR RI 

dengan Koperasi 
Produsen Perkebunan 

Masyarakat Adat Buay 
Mencurung, Masyarakat 

Kampung Tomang, 
Jakarta Barat, Forum 

Patani Sejarah 
Indonesia, Masyarakat 

Amal Bersatu, 
Masyarakat Adat 

Komisi II DPR RI telah mendengarkan 

permasalahan dan masukan dari peserta 

audiensi dan akan membicarakan pada 

Raker/RDP dengan Kementerian ATR/BPN 

RI. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

Pasaman Barat, 

Persatuan Masyarakat 
Rancangbuka Kab. 

Manggarai Barat, NTT, 
Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah 

Kabupaten Maluku 
Tengah, Lembaga 

Investigasi dan 
Pengawasan Aset Negara 

Republik Indonesia, dan 
Forum Korban Mafia 

Tanah Indonesia. 
 

6. Kementerian Dalam Negeri, 

KPU, Bawaslu, dan DKPP. 

a. Pelaksanaan 

undang-
undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan 

negara; 
dan/atau 

c. Kebijakan 
pemerintah 

Rapat Dengar Pendapat 

Komisi II DPR RI dengan 
Kementerian Dalam 

Negeri, KPU, Bawaslu, 
dan DKPP, dengan 

agenda pembahasan 
Rancangan Peraturan 

Badan Pengawas 
Pemilihan Umum RI 

(Bawaslu). 

1. Komisi II DPR RI secara bersama dengan 

Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum 

Republik Indonesia (KPU RI), Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Republik 

Indonesia (BAWASLU RI) dan Dewan 

Kehormatan Penyelenggara Pemilihan 

Umum Republik Indonesia (DKPP RI) 

menyetujui Rancangan Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum 

(Perbawaslu) tentang:  

a. Rancangan Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Republik 

Indonesia tentang Pengawasan 

Partisipatif. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

b. Rancangan Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Republik 

Indonesia tentang Perubahan Atas 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Pemantauan Pemilihan Umum. 

Dengan memperhatikan saran dan 

masukan dari Anggota Komisi II DPR RI, 

Kementrian Dalam Negeri, KPU RI dan 

DKPP RI. 

2. Terhadap Rancangan Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Republik 

Indonesia tentang Sentra Penegakan 

Hukum Terpadu Pemilihan Umum akan 

dibahas pada Rapat Kerja dan RDP 

berikutnya. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI III 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI  

NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Penyusunan RUU 
tentang 

PENYADAPAN 

Rapat Dengar 
Pendapat 

(RDP). 

Berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi III tanggal 
2 November 2022, bahwa Komisi III akan mengadakan 

RDP dengan Kepala Badan keahlian DPR RI tanggal 15 
November 2022. 
 

Pada tanggal 15 November 2022 Komisi III 
mengundang Kepala Badan Keahlian DPR RI untuk 

membahas mengenai substansi dalam draf RUU 
tentang Penyadapan yang telah diperbaiki berdasarkan 
masukkan Komisi III tanggal 15 Juni 2022. 

➢ Beberapa materi yang telah diperbaiki dalam draf 
RUU tentang Penyadapan berdasarkan masukan 
Komisi III, yaitu : 

1. Jangka waktu melakukan penyadapan. 
2. Penyimpanan hasil penyadapan 

3. Salah sadap 
4. Penghentian (pause) dalam melakukan 

penyadapan 

Materi yang disadap tidak sesuai tujuan 
penyadapan. 

5. Tujuan penyadapan 
6. Persyaratan / tata cara penyadapan 
7. Ijin melakukan penyadapan 

8. Objek penyadapan 

RUU Usul 
Inisiatif Komisi 

III DPR RI. 
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NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

Tindak pidana yang dapat dilakukan 

penyadapan 
9. Tahap dilakukan penyadapan 

10. Penyadapan hanya boleh dilakukan setelah 
adanya 2 alat bukti 

11. Pengawasan dan audit 

12. Ijin pengadilan 
13. Pengawasan lain selain penetapan pengadilan 
14. Pihak yang membeli alat sadap 

15. Kewenangan penyadapan terpusat 
16. Badan yang melakukan penyadapan 

17. Penyadapan oleh swasta 
18. Berakhirnya penyadapan 
19. Pemusnahan 

20. Imunitas bagi anggota DPR dalam 
melaksanakan tugas 

21. Sanksi pidana 
22. Kewenangan penegakkan hukum 
23. Hak asasi manusia (HAM) 

24. Penyadapan selain penegakkan hukum 
25. Keadaan mendesak 
26. Teknologi  

2.  Penyusunan  
RANCANGAN 

PERATURAN DPR 
RI tentang 

PEMBENTUKAN 
TIM PENGAWAS 
PEMBERANTASAN 

Rapat Dengar 
Pendapat 

(RDP). 

a. Berdasarkan Pasal 43J UU Nomor 5 Tahun 2018 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. 

b. Surat Pimpinan Komisi III Nomor 
B/10082/PW.01/05/2022 tanggal 25 Mei 2022 
meminta Pimpinan DPR RI menindaklanjuti amanat 

dari Pasal 43J dimaksud. 
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NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

TERORISME 

(TPPT) 

c. Berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan tanggal 9 

Juni 2022 memutuskan agar Komisi III DPR RI 
bersama dengan Badan keahlian DPR RI untuk 

membahas dan Menyusun draft Peraturan DPR RI 
tentang Pembentukan Tim Pengawas 
Penanggulangan Terorisme (TPPT). 

d. Sesuai Surat Pimpinan Komisi III kepada Kepala 
BKD Nomor B/60-DW/KOM.III/MP.III/06/2022 
tanggal 29 Juni 2022 memita agar Badan Keahlian 

Menyusun Rancangan Peraturan DPR RI tentang 
Pembentukan Tim Pengawas Pemberantasan 

Terorisme (TPPT). 
e. Berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi III 

tanggal 2 November 2022, bahwa Komisi III akan 

mengadakan RDP dengan Kepala Badan Keahlian 
DPR RI tanggal 15 November 2022. 

f. Tanggal 15 November 2022 Komisi III melaksanakan 
RDP dengan Kepala Badan keahlian DPR RI guna 
membahas rumusan draf Rancangan Peraturan DPR 

RI tentang Pembentukan Tim Pengawas 
Pemberantasan Terorisme. 
➢ Materi yang disampaikan Kepala BKD: 

1. Dalam perumusan draf Peraturan DPR tentang 
TPPT tim telah melakukan diskusi dengan 

beberapa narasumber, yaitu dari Institute of 
Criminal Justice (ICJR),  Muhammad Syauqillah, 

S.Hi., M.Si., Ph.D. (Ketua Program Studi Kajian 
Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global 
Universitas Indonesia), dan Al Chaidar, S.Ip., 

M.Si. (Pengamat Terorisme Indonesia). 



Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023 

(1 – 15 November 2022) 

 

17 

 

NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

2. Latar belakang penyusunan Peraturan DPR 

tentang TPPT antara lain DPR RI memiliki 
kewenangan untuk melakukan fungsi 

pengawasan melalui TPPT; pengawasan 
diperlukan untuk memastikan bahwa 
penanggulangan terorisme dilakukan lebih 

humanis dan tetap memperhatikan 
perlindungan HAM; berdasarkan Pasal 43J ayat 
(1) dan ayat (2) UU No. 5 Tahun 2018 

mengamanatkan DPR RI untuk membentuk 
TPPT dan pembentukannya diatur dengan 

Peraturan DPR RI. 
3. Sistematika Rancangan Peraturan DPR tentang 

TPPT terdiri atas 8 Bab dan 28 pasal. 

3.  Pembahasan 
RUU tentang 

HUKUM ACARA 
PERDATA 
(SELANJUTNYA 

DISEBUT DENGAN  
RUU TENTANG 

HAPER) 

--- Mengingat belum adanya kesamaan pendapat di 
lingkungan Pemerintah sebagai pengusul RUU tentang 

Haper, maka per tanggal 1 sd 15 November 2022 
Komisi III belum menjadwalkan kegiatan pembahasan 
RUU Haper. 

 

--- 

4.  Pembahasan  

RUU tentang 
PERUBAHAN 
KEDUA ATAS UU 

NOMOR 35 TAHUN 
2009 TENTANG 
NARKOTIKA 

Kunker 

Legislasi 

Pada tanggal 4 sd 6 November 2022 Komisi III 

melaksanakan Kunjungan Kerja RUU tentang 
Narkotika ke Provinsi Kalimantan Tengah, serta 
melakukan pertemuan dengan Kapolda, Kajati dan 

Kepala BNNP Kalteng. 

--- 
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NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

(SELANJUTNYA 

DISEBUT DENGAN 
RUU TENTANG 

NARKOTIKA) 

5.  Pembahasan  

RUU tentang 
KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM 

PIDANA (RUU 
TENTANG KUHP) 

 

Rapat Dengar 

Pendapat 
(RDP). 

 

 
 
 

 
 

  
Rapat Dengar 
Pendapat 

Umum 
(RDPU). 

a. Pada tanggal 9 November 2022 Komisi III 

melaksanakan RDP dengan Wamenkumham 
mengenai penjelasan Pemerintah atas draf RUU 
tentang KUHP hasil sosialisasi yang telah dilakukan 

ke berbagai daerah. Pemerintah juga memberikan 
draf RUU tentang KUHP hasil dialog publik dan 
sosialisasi kepada Komisi III DPR RI yang nantinya 

akan digunakan sebagai bahan masukan dalam 
pembahasan RUU tentang KUHP tanggal 21 

November 2022. 
b. Tanggal 14 November 2022 Komisi III melaksanakan 

RDPU dengan Aliansi Nasional Reformasi Hukum 

Pidana (ARHP), membahas beberapa masukan ARHP 
terhadap draf RUU tentang KUHP. 

RUU Carry Over 

6.  Pembahasan  
RUU tentang 
PENGESAHAN 

PERJANJIAN 
ANTARA 

PEMERINTAH 
REPUBLIK 
INDONESIA DAN 

PEMERINTAH 
REPUBLIK 
SINGAPURA 

TENTANG 

Rapat Kerja. a. Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti 
Rapat Bamus tanggal 19 September 2022., Komisi 
III mendapatkan penugasan untuk melakukan 

Pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian 
Ekstradisi Buronan. 

b. Sesuai Surpres Nomor R-35/Pres/08/2022 tanggal 
22 Agustus 2022 menugaskan Menkumham RI & 
Menlu RI untuk bersama DPR RI membahas RUU 

ttg Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Buronan. 
c. Berdasarkan penugasan tersebut pada tanggal 2 

November 2022 Komisi III melaksanakan Rapat 

RUU Komulatif 
Terbuka 



Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023 

(1 – 15 November 2022) 

 

19 

 

NO  JUDUL RUU KEGIATAN  INFO SINGKAT KETERANGAN 

EKSTRADISI 

BURONAN (Treaty 
between the 

Government of the 
Republic of 
Indonesia and the 

Government of the 
Republic of 
Singapore for the 

Extradition of 
Fugitives) 

(selanjutnya 
disebut dengan 
RUU tentang 

PENGESAHAN 
PERJANJIAN 

EKSTRADISI 
BURONAN) 

Internal guna membahas rencana kerja Komisi III 

pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 
d. Berdasarkan Penugasan dan Keputusan Rapat 

Intern Komisi III, pada tanggal 7 November 2022 
Komisi III melaksanakan Raker dengan 
Menkumham RI dalam hal ini diwakilkan oleh 

Wamenkumham, dan Menlu RI dalam hal ini 
diwakilkan oleh Dirjen Hukum dan Kerja sama 
Internasional. 

➢ Keputusan Raker yaitu Komisi III sepakat untuk 
menunda pembahasan RUU tentang Pengesahan 

Perjanjian Ekstradisi Buronan dan akan 
menjadwalkan kembali pelaksanaan Raker   pada 
hari Senin tanggal 5 Desember 2022. 

 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN  

-  

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN  

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  1. Kapolda Jateng 
2. Gubernur Jateng  
3. Kajati Jateng 

4. Pangdam 
IV/Diponegoro 

Kunjungan Kerja 
Spesifik. 

a. Pada tanggal 10 sd 12 November 2022 
Komisi III melaksanakan Kunspek ke Desa 
Wadas, Purworejo, Jawa tengah, dalam 

rangka pengawasan penegakan hukum 
penanganan kasus tanah yang terjadi di 

--- 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

5. BPN Jateng 
6. Balai Besar Wilayah 

Sungai Opak  
7. Kapolres Purworejo 
8. Warga Desa Wadas Seger 

dan Warga Desa Guntur 
 

Desa Wadas Bener, Purworejo, Jawa 
Tengah. Dari berbagai sumber informasi 

yang didapat, polemik ini bermula dari 
rencana penambangan batu quary andesit 
yang digunakan untuk kepentingan 

pembangunan proyek Bendungan Bener 
dan telah disosialisasikan pada 2016-

2017. Proyek ini merupakan Proyek 
Strategis Nasional (PSN) dan diklaim akan 
menjadi bendungan tertinggi di Asia 

Tenggara. Lokasi proyek ini direncanakan 
pada sebuah tempat yang berjarak 
sepuluh kilometer (10 km) dari Desa 

Wadas dengan kontur berlereng atau naik-
turun. 

b. Kunspek dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 
III DPR RI, Bp H. Desmond J Mahesa, S.H., 
M.H. 

c. Selain melakukan kunjungan lapangan ke 
Desa Wadas Seger, Komisi III juga 

melakukan dialog dengan masyarakat 
Desa Wadas Seger dan Warga Desa Guntur 
Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.  

d. Komisi III juga melakukan rapat / 
pertemuan dengan Kapolda Jateng, 
Gubernur Jateng, Kajati Jateng, Pangdam 

IV/Diponegoro, Kepala BPN Jateng, Kepala 
Balai Besar Wilayah Sungai Opak dan 

Kapolres Purworejo. 
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D. TUGAS KHUSUS 

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Permohonan 

Pertimbangan 
Pemberian 

Kewarganegaraan RI 
Sdr. Shayne Elian Jay 
Patinama  

Rapat 

Kerja 

a. Berdasarkan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti 

Rapat Bamus tanggal 19 September 2022, Komisi III 
mendapatkan penugasan untuk melakukan 

pembahasan permohonan pertimbangan pemberian 
Kewarganegaraan Republik Indonesia. 

b. Sesuai dengan Surpres Nomor R-36/Pres/08/2022 

tanggal 25 Agustus 2022, mengenai Permohonan 
Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik 

Indonesia atas nama Shayne Elian Jay Pattinama, 
atlet sepak bola, berkewarganegaran Belanda. 

c. Atas dasar penugasan tersebut dan berdasarkan 

Keputusan Rapat Intern Komisi III tanggal 2 
November 2022, pada tanggal 9 November 2022 
Komisi III melaksanakan Raker dengan Menpora RI 

dan Menkumham RI dalam hal ini diwakilkan oleh 
Wamenkumham serta dihadiri pula Ketua Umum 

PSSI guna membahas Permohonan pertimbangan 
Pemberian Kewarganegaraan RI atas nama Shayne 
Elian Jay Pattinama (Atlet sepak bola, Warga Negara 

Belanda). 
➢ Raker memutuskan bahwa Komisi III menyetujui 

pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia 

atas nama Shayne Elian Jay Pattinama untuk 
selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

--- 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI IV 

 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI  

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1.  Para pakar/pemerhati 
Lingkungan  

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 
c. Kebijakan pemerintah. 

Membahas mengenai Konservasi 
Berbasis Nilai untuk Pertumbuhan 
Sosial-Ekonomi melalui Kawasan 

Konservasi. 

 

2.  Kunjungan Kerja Spesifik  a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 
negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

1) Kunjungan Kerja Spesifik ke 
KPSBU (Koperasi peternak Susu 

Bandung Utara) di Kabupaten 
Bandung Barat Provinsi Jawa 
Barat untuk berdiskusi 

mengenai penanganan wabah 
Penyakit Mulut dan Kuku, 
Upaya Peningkatan 

Kesejahteraan Peternak Sapi 
Perah dan Produksi Susu di 

Lembang, serta Peran KPSBU 
dalam peningkatan 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

kesejahteraan peternak sapi 

perah.  
2) Meninjau dan diskusi tentang 

Pelaksanaan Perhutanan Sosial 

di LMDH Kidang jaya, Lokasi 
Wisata KUPS Giriwening. 

3.  Kunjungan Kerja Spesifik  a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 
negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

 

1) Kunjungan dan Diskusi 
mengenai Penyediaan Induk 

dan Benih Unggul untuk 
Pengembangan Perikanan 
Budidaya di Sukabumi. 

2) Kunjungan dan Diskusi 
mengenai Pelaksanaan 
Rehabilitasi Hutan dan Lahan 

di Sekitar Danau Situ Gunung 
serta Pengelolaan Kawasan 

Taman Nasional Gunung Gede 
Pangrango. 

 

4.  Kunjungan Kerja Spesifik  a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 
c. Kebijakan pemerintah 

1) Meninjau dan Pertemuan di 

Balai Pengkajian Teknologi 

Pertanian (BPTP) Banten 

dalam rangka melihat 

kesiapan BPTP untuk kerja 

sama penyediaan benih 

(meninjau tanaman kebun 

benih padi fortifikasi) 

2) Pertemuan dan Peninjauan 

Kampus Politeknik AUP 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

Karangantu Serang Banten 

dalam rangka 

mengembangkan pendidikan 

vokasi berbasis kompetensi 

5.  Komisi II DPRD Kab. 
Tabalong, Prov. 

Kalimantan Selatan 

a. Pelaksanaan undang-
undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 
negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

1) Audiensi Komisi IV DPR RI 

dengan Komisi II DPRD Kab. 

Tabalong, Prov. Kalimantan 

Selatan membahas 

Pengawasan Perizinan 

Perkebunan di daerah. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI V 

 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

- 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. KEMENTERIAN 

PERHUBUNGAN 

RAPAT 

DENGAR 
PENDAPAT 
(Terbuka) 

Membahas hasil investigasi 

terkait kecelakaan Sriwijaya Air 
SJ-182. 

RDP dilaksanakan pada 

tanggal 3 November 2022 
pukul 10.00 WIB sampai 
dengan selesai, secara Fisik 

dan Virtual.  
 

Dihadiri oleh  

1. Dirjen Perhubungan 
Udara; 

2. KNKT; 
3. PT AP II. 
beserta stakeholders 
lainnya. 
 

2. PT. GO TO GOJEK 
TOKOPEDIA TBK, 
PT. GRAB TEKNOLOGI  

INDONESIA, DAN PT. 

RAPAT 
DENGAR 
PENDAPAT 

UMUM 

Membahas Penetapan 
Keputusan Menteri 
Perhubungan Republik 

Indonesia Nomor KP 564 Tahun 

RDPU dilaksanakan pada 
tanggal 7 November 2022 
pukul 13.00 WIB, secara 

Fisik dan Virtual. 
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

TEKNOLOGI PERDANA 
INDONESIA (MAXIM) 

(Terbuka) 2022 tentang Pedoman  
Perhitungan Biaya Jasa 

Penggunaan Sepeda Motor yang 
digunakan untuk kepentingan 
masyarakat yang dilakukan 

dengan aplikasi. 
 

  
 

3. --- KUNJUNGAN 
LUAR NEGERI 

Kunjungan Luar Negeri ke: 

- AUSTRALIA, dalam rangka 
mempererat hubungann 

diplomasi terutama dalam 
bidang infrastruktur dan 
transportasi, serta rencana 

pembangunan IKN 

Kunjungan Dilaksanakan 
pada tanggal  8 – 14 
November 2022. 

 

- AMERIKA SERIKAT, dalam 

rangka mempererat 
hubungann diplomasi 

terutama dalam bidang 
infrastruktur, transportasi, 
dan BMKG. 

Kunjungan Dilaksanakan 

pada tanggal  12 – 18 
November 2022. 

 

4. KEMENTRIAN PUPR dan 
PERHUBUNGAN 

KUNJUNGAN 
SPESIFIK 

Kunjungan Kerja ke : 
- Kota Palembang Provinsi 

Sumatera Selatan, dalam 
rangka meninjau LRT dan 

Progress Jalan Tol Akses 
Kota Palembang. 

- Kab. Lombok Tengah Prov. 

NTB, dalam rangka 
meninjau sarana, dan 
prasarana, infrastruktur 

Kunjungan spesifik 
dilaksanakan pada tanggal 

10 – 12 November 2022. 



Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023 

(1 – 15 November 2022) 

 

27 

 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

Pendukung Kawasan 
Strategis Pariwisata Nasiona 

(KSPN) di Mandalika (Home 
Stay Pengunjung). 

5. KOMUNITAS EDAN SEPUR 
INDONESIA  

RAPAT 
DENGAR 

PENDAPAT 
UMUM 

(Terbuka) 

Membahas mengenai 
perlintasan sebidang 

RDPU dilaksanakan pada 
tanggal 14 November 2022 

pukul 13.00 WIB, secara 
Fisik dan Virtual. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VI 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. --- Rapat Pimpinan 

dan Rapat Intern. 

Membahas Program Kerja Masa Sidang II Tahun 

Sidang 2022-2023. 

 

2. Rencana Kemitraan 

Ekonomi 
Komprehensif antara 
Pemerintah Republik 

Indonesia dan 
Pemerintah Persatuan 

Emirat Arab 

Rapat Pimpinan 

dan Kapoksi. 

Komisi VI DPR RI dan Pemerintah RI melalui 

Kementerian Perdagangan sepakat untuk 
melaksanakan pembahasan terhadap 
Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi 

Komprehensif antara Pemerintah Republik 
Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat 

Arab (Comprehensive Economic Partnership 
Agreement between the Government of the 
Republic of Indonesia and the Government of the 
United Arab Emirates) melalui mekanisme 
Rancangan Undang-Undang (RUU) atau 

Peraturan Presiden (Perpres). 

  

 

3. Panja Distribusi Elpiji Rapat Intern Penetapan Program Kerja Panja Distribusi Elpiji.  

4. Panja Investasi 
Pertambangan 

Rapat Intern Penetapan Program Kerja Panja Investasi 
Pertambangan. 

 

5. Panja Transisi Energi 
ke Listrik 

Rapat Intern Penetapan Program Kerja Panja Transisi Energi 
ke Listrik. 

 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 
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C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Wakil Menteri BUMN II 
Kementerian BUMN  

a. Pelaksanaan undang-undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 
c. Kebijakan pemerintah. 

Laporan dan persetujuan 
Anggaran PMN TA 2022. 

 

2 Ketua Badan 
Perlindungan Konsumen 
Nasional (BKPN)  

a. Pelaksanaan undang-undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Pembahasan perlindungan 
konsumen kasus susu 
formula dan obat syrup 

untuk anak. 

 

3 Direktur Utama PT Adhi 

Karya (Persero) Tbk 

a. Pelaksanaan undang-undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 
negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Pendalaman PMN Tunai TA 

2022 dan rencana aksi 
korporasi 2022. 

 

4 Direktur Utama PT KAI 
(Persero) dan Direktur 

Utama PT KCIC 

a. Pelaksanaan undang-undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 
c. Kebijakan pemerintah. 

Pendalaman Tambahan 
PMN Tunai Tahun 2022. 

 

5 Direktur Utama PT 
Pertamina Hulu Rokan 

a. Pelaksanaan undang-undang; 
b. Pelaksanaan keuangan 

negara; 
c. Kebijakan pemerintah. 

Pembahasan mengenai 

Kinerja PT Pertamina Hulu 

Rokan. 

 

6 Perum Perumnas a. Pelaksanaan undang-undang; 

b. Pelaksanaan keuangan 
negara; 

c. Kebijakan pemerintah. 

Pendalaman PMN Tunai TA 

2022 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VII 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI  

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. RUU ENERGI 
BARU DAN 

ENERGI 
TERBARUKAN 

 Kunjungan 
Kerja 

 

1. Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Purwakarta: Kunjungan 
ke PLTA Cirata dan Pertemuan dengan Gubernur Provinsi 

Jawa Barat, UNPAD dan ITB. 
2. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta: Pertemuan dengan 

Gubernur DIY dan Universitas Gadjah Mada. 

3. Provinsi Bali: Kunjungan ke PLTS Jalan Tol Bali Mandara 
dan Pertemuan dengan Gubernur Provinsi Bali dan 

Universitas Udayana. 

Dilaksanakan 
pada tanggal 

3-5 Novomber 
2022. 
 

 
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Pusat Studi Energi UGM a. Pelaksanaan 
undang-undang; 

b. Pelaksanaan 

keuangan negara; 
c. Kebijakan 

pemerintah. 
 

Kajian Reformulasi Tata Kelola 

Pertambangan Mineral Logam dalam 

rangka Peningkatan Peran Sektor 

Industri sebagai Komponen 

Pendukung Perekonomian 

Berkelanjutan di Indonesia. 

Dilaksanakan 
pada tanggal 7 
November 

2022. 

2 Dirjen ILMATE 

Kementerian Perindustrian 

a. Pelaksanaan 

undang-undang; 

a. Kesiapan industri otomotif dalam 

menyongsong era kendaraan 

Dilaksanakan 

pada tanggal 9 
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OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

dengan menghadirkan 6 
besar perusahaan otomotif 

pembuat kendaraan listrik 
(Hyundai, Wuling, Toyota, 
Nissan, dll). 

b. Pelaksanaan 
keuangan negara; 

c. Kebijakan 
pemerintah. 
 

listrik. 

b. Tingkat Komponen Dalam Negeri 

pada industri kendaraan listrik. 

c. Penjelasan regulasi industri 

elektronika dan sistem 

pendukungnya. 

d. Lain-lain. 

November 
2022. 

4. Dirut PT Pertamina Hulu 
Energi menghadirkan Dirut 

PT Pertamina Hulu Rokan 
dan Dirut PT Pertamina 
Hulu Mahakam 

a. Pelaksanaan 
undang-undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan negara; 

c. Kebijakan 

pemerintah. 

a. Target dan realisasi lifting blok 

migas yang dikelola oleh PHE. 

b. Strategi dalam menahan natural 

decline dan peningkatan lifting. 

c. Lain-lain. 

Dilaksanakan 
pada tanggal 9 

November 
2022. 

5. Direktur Utama PT Amman 

Mineral Nusa Tenggara 

a. Pelaksanaan 

undang-undang; 
b. Pelaksanaan 

keuangan negara; 
c. Kebijakan 

pemerintah. 

 

a. Penjelasan terkait penjualan 

scrap dan pembuangan Limbah 

B3 ke laut. 

b. Penjelasan terkait insiden 

meninggalnya pekerja tambang. 

c. Penjelasan terkait rencana dan 

realisasi program untuk 

masyarakat. 

d. Lain-lain 

Dilaksanakan 

pada tanggal 
10 November 

2022. 

6. Audiensi Pansus Batubara 

DPRD Lahat Provinsi 

Sumatera Utara 

a. Pelaksanaan 
undang-undang; 

b. Pelaksanaan 

keuangan negara; 

 Dilaksanakan 
pada tanggal 
14 November 

2022. 
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OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

c. Kebijakan 
pemerintah. 

7. Sekjen dan Plh. Dirjen 

Minerba Kementerian 

ESDM RI 

a. Pelaksanaan 
undang-undang; 

b. Pelaksanaan 
keuangan negara; 

c. Kebijakan 

pemerintah. 
 

a. Progress pasca pencabutan izin 

tambang. 

b. Rencana optimalisasi penciutan 

WIUP/ WIUPK. 

c. Pelaksanaan pendelegasian 

perizinan di daerah.   

d. Lain-lain. 

Dilaksanakan 
pada tanggal 

15 November 
2022. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI VIII 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 
- 
 
 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
- 
 

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kunjungan Kerja Spesifik 

Komisi VIII DPR RI ke 
Bogor (Jabar), Semarang 
(Jateng), Banjarmasin 

(Kalsel), Palangkaraya 
(Kalteng), Makassar 
(Sulsel), dan Surabaya 

(Jatim). 

Kantor Wilayah 

Kementerian Agama, 
Dinas Sosial 
Provinsi, Dinas 

Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

Provinsi, dan Badan 
Penanggulangan 

Bencana Daerah 
(BPBD) Provinsi. 

1. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI 

melakukan pengawasan atas 

penyelenggaraan program di bidang 

agama dan pendidikan keagamaan. 

2. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI 

melakukan pengawasan terhadap 

distribusi program-program bantuan 

sosial di tingkat Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

3. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI 

melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan program-program 

pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak di tingkat Provinsi 

dan Kabupaten/Kota. 
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OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

4. Tim Kunker Komisi VIII DPR RI 

melakukan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan program-program 

penanggulangan bencana di tingkat 

Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023 

(1 – 15 November 2022) 

 

35 

 

LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI IX 
 

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. RANCANGAN UNDANG-
UNDANG PENGAWASAN 

OBAT DAN MAKANAN 

Tanggal 8 November 
2022 melakukan rapat 

dengan Badan 
Legislasi DPR RI. 

Penjelasan pengusul (Komisi IX DPR RI) 
atas RUU Pengawasan Obat dan 

Makanan. 

 

 
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 

- 

 
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Menteri Kesehatan RI, 
Kepala Badan POM RI, 
Pengurus Ikatan Dokter 

Anak Indonesia (IDAI), 
Pengurus Gabungan 

Perusahaan Farmasi (GP 
Farmasi), dan Pengurus 
International 

Pharmaceutical 
Manufacturers Groups 

(IPMG) 

 

Raker, RDP dan RDPU 
tanggal 2 November 2022. 
Penjelasan terkait 

penanganan peningkatan 
kasus Gangguan Gagal 

Ginjal Akut Progresif 
Atipikal (GGAPA) pada anak. 

 

1. Komisi IX DPR RI sangat prihatin 

dan menyesalkan adanya kejadian 

Gangguan Ginjal Akut Progresif 

Atipikal (GGAPA) pada anak dan 

menyampaikan duka cita yang 

mendalam atas banyaknya korban 

meninggal. Komisi IX DPR RI juga 

menegaskan bahwa kejadian 

seperti ini tidak boleh terulang 

kembali. 

2. Komisi IX DPR RI mendesak 

Kementerian Kesehatan RI untuk 
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bertanggungjawab menyelesaikan 

kejadian Gangguan Ginjal Akut 

Progresif Atipikal (GGAPA) pada 

anak Indonesia. Untuk itu, Komisi 

IX DPR RI mendesak untuk: 

a. secara serius dan cepat 

menuntaskan investigasi 

berbasis epidemiologis terhadap 

kasus Gangguan Ginjal Akut 

Progresif Atipikal (GGAPA), 

guna memastikan penyebab 

GGPA secara transparan, 

objektif dan penuh tanggung 

jawab; 

b. memberikan santunan kepada 

para keluarga korban GGAPA 

yang meninggal sesuai dengan 

peraturan yang berlaku; 

c. menjamin pengobatan bagi 

anak-anak kasus GGAPA yang 

masih dalam perawatan sampai 

sembuh dan mengupayakan 

kesembuhan mereka. 

3. Komisi IX DPR RI mendesak 

Kementerian Kesehatan RI dan 

Badan POM RI, untuk: 

a. melakukan penegakkan hukum 

yang berkeadilan dan 
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transparan kepada industri 

yang terbukti melanggar 

standar sediaan farmasi; 

b. meningkatkan koordinasi lintas 

sektor untuk penanganan yang 

lebih komprehensif dan 

komunikasi publik dengan 

informasi yang lebih jelas, valid 

dan solid; 

c. memperkuat sistem 

farmakovigilans bersama 

seluruh pihak terkait sebagai 

bagian dari deteksi dini 

Kejadian yang Tidak Diinginkan 

(KTD); 

4. Komisi IX DPR RI mendesak 

Kementerian Kesehatan RI 

Bersama Badan POM RI, dengan 

melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan terkait, untuk segera 

menyusun regulasi, sistem dan 

protokol mitigasi dalam mencegah 

dan menangani Kejadian yang 

Tidak Diinginkan (KTD) terulang 

kembali di masa yang akan datang. 

5. Komisi IX DPR RI mendesak Badan 

POM RI bertanggungjawab penuh 

meningkatkan pengawasan 
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terhadap sediaan farmasi, baik 

pengawasan pre-market dan 

pengawasan post-market, sebagai 

bagian dari tugas pokok dan fungsi 

Badan POM. Untuk itu, Komisi IX 

DPR RI mendesak Badan POM RI 

untuk: 

a. Meningkatkan pengawasan 

terhadap bahan baku 

obat/bahan tambahan obat 

agar sesuai dengan mutu baku 

standar; 

b. Menindak secara tegas pelaku 

usaha farmasi, termasuk 

industri farmasi/produsen, 

distributor, pedagang beşar 

farmasi, dan pedagang beşar 

bahan baku obat, yang terbukti 

melanggar standar mutu dan 

keamanan produk; 

c. Meningkatkan pembinaan 

terhadap industri farmasi yang 

tingkat maturitasnya rendah 

dan sedang; 

d. Memastikan industri farmasi 

bertanggungjawab dalam 

pemenuhan mutu, khasiat dan 

keamanan produknya. 
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6. Komisi IX DPR RI mengapresiasi 

keterlibatan aktif Ikatan Dokter 

Anak Indonesia (IDAI) dalam 

penanganan kejadian GGAPA, 

termasuk pelaporan kasus secara 

aktif dan edukasi kepada 

masyarakat. 

7. Komisi IX DPR RI mendesak GP 

Farmasi dan IPMG untuk secara 

aktif terlibat dalam mendukung 

upaya Pemerintah untuk 

memastikan mutu dan keamanan 

sediaan farmasi dan membangun 

ekosistem kesehatan yang kuat. 

8. Komisi IX DPR RI akan membentuk 

Panitia Kerja (Panja) terhadap 
Sistem Jaminan Keamanan dan 

Mutu Obat untuk menginvestigasi 
lebih dalam, termasuk 
mengelaborasi tata kelola 

kefarmasian dari hulu ke hilir, 
demi mencegah Kejadian yang 
Tidak Diinginkan (KTD) seperti 

kejadian GGAPA. 

2.       Menteri Kesehatan RI, 

RDP dengan Kepala 
BKKBN RI dan Kepala 

Badan POM RI 
 

Raker tanggal 7 November 

2022. 
1. Membahas strategi 

penguatan pelaksanaan 
PP No. 72 tahun 2021 

1. Komisi IX DPR RI mendesak 
Kementerian Kesehatan RI 
bersama BKKBN RI dan BPOM RI 
untuk: 

 



Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023 

(1 – 15 November 2022) 

 

40 

 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

tentang Percepatan 
Penurunan Stunting, dan 

evaluasi pelaksanaannya, 
termasuk penjelasan 
mengenai alokasi 

anggaran penanganan 
stunting tahun 2022; dan  

2. Evaluasi pelaksanaan 
penanganan stunting. 

 

a. membahas secara multilateral 
dengan Kementerian/Lembaga 
terkait dalam menetapkan 
target kabupaten/kota dan 
peningkatan anggarannya; dan 

b. berkoordinasi melakukan 
percepatan juknis operasional 
penggunaan DAK Non Fisik 
untuk upaya penurunan 
stunting. 

2. Komisi IX DPR RI mendesak 
BKKBN RI sebagai koordinator 
percepatan penurunan stunting 
untuk segera: 
a. menyusun monev realisasi 

anggaran stunting di 
Kementerian/Lembaga dan 
pemerintah daerah secara 
berkala; 

b. melakukan penguatan sistem 
pemantauan dan evaluasi 
terpadu penurunan stunting, 
termasuk terselenggaranya 
audit status stunting dan 
surveilans keluarga stunting; 

c. penguatan kinerja Tim 
Percepatan Penurunan 
Stunting (TPPS) secara berkala 
melalui kegiatan pendampingan 
kolaboratif lintas 
Kementerian/Lembaga demi 
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terciptanya program secara 
konvergen; dan 

d. bersama-sama dengan 
Kementerian Kesehatan, 
Kementerian Dalam Negeri, dan 
Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi 
untuk membuat skema reward 
dan punishment bagi 
pemerintah daerah dalam 
upaya percepatan penurunan 
stunting. 

3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan 
POM RI terus mendukung 
percepatan penurunan stunting 
dengan: 
a. meningkatkan koordinasi 

dengan pemerintah daerah 
dalam melaksanakan 
pengawasan Industri Rumah 
Tangga Pangan (IRTP) dan 
peningkatan kompetensi 
Pengawas Pangan; dan 

b. kerja sama dan koordinasi 
dengan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan RI 
serta pemerintah daerah untuk 
mengintervensi keamanan 
pangan. 

4. Komisi IX DPR RI akan 
mengadakan rapat gabungan 
lintas Komisi terkait dengan 
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upaya percepatan penurunan 
stunting sesuai dengan Peraturan 
Presiden Nomor 72 Tahun 2021 
tentang Percepatan Penurunan 
Stunting. 

3. 1. Menteri 

Ketenagakerjaan RI; 
2. Pengurus Asosiasi 

Pengusaha Indonesia 

(APINDO); dan  
3. Pengurus Kamar 

Dagang dan Industri 
(KADIN) Indonesia. 

 

Raker, RDP dam RDPU 

tanggal 8 November 2022 

1. Tantangan dan Peluang 
Ketenagakerjaan pasca 

pandemi Covid-19 dan 
kondisi perekonomian 

saat ini; 
2. Strategi dan kesiapan 

Pemerintah dalam 

menghadapi ancaman 
resesi global Tahun 2023 

dan dampaknya dari sisi 
ketenagakerjaan; 

3. Progres dan implementasi 
penetapan upah Tahun 

2023 berdasar Undang 
Undang Nomor 11 Tahun 

2020 tentang Cipta Kerja. 

1. Dalam menghadapi ancaman 

resesi ekonomi global, Komisi IX 
DPR RI mendesak Kementerian 
Ketenagakerjaan RI untuk: 

a. meningkatkan koordinasi 
dengan Kementerian/Lembaga 

terkait dalam rangka 
mengambil langkah-langkah 
kebijakan dan kepastian 

keberlangsungan usaha dan 
pelindungan kepada para 

pekerja  
b. mengoptimalkan pelaksanaan 

Peraturan Presiden No. 68 

Tahun 2022 tentang 
Revitalisasi Pendidikan Vokasi 
Dan Pelatihan Vokasi dalam 

menghadapi ancaman resesi 
global tahun 2023 melalui 

terobosan-terobosan guna 
meningkatkan kompetensi dan 
kualitas sumber daya manusia. 

2. Komisi IX DPR RI mendesak 
Kementerian Ketenagakerjaan RI 

untuk menambah jumlah 
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pengawas ketenagakerjaan 
berdasarkan usulan formasi dari 

Gubernur dan meningkatkan 
kinerja pengawasannya. 

3. Komisi IX DPR RI mendorong 

Kementerian Ketenagakerjaan RI 
untuk melakukan komunikasi 

dengan Apindo dan Kadin dalam 
rangka mengantisipasi   dampak 
resesi global tahun 2023. 

4. Komisi IX DPR RI meminta Apindo 
dan Kadin untuk memberikan 

pertimbangan kepada pemerintah 
dengan menyampaikan data dan 
informasi yang konsisten terkait 

kebutuhan dan fakta di lapangan. 

4. Menteri Kesehatan RI, 

RDP dengan Kepala Badan 
POM RI dan Dirut PT. Bio 
Farma 

 

Raker tanggal 8 November 

2022 Pukul 14.00. 
1. Penjelasan terkait upaya 

pemerintah mengatasi 

kelangkaan vaksin 
COVID-19. 

2. Penanganan pandemi 
COVID-19 pasca 
munculnya sub varian 

XBB COVID-19. 
3. Penjelasan terkait peta 

jalan kemandirian 

produksi obat, alat 

1. Komisi IX DPR RI mendesak 

Kementerian Kesehatan RI 
mengoptimalkan penanganan 
pandemi Covid-19, khususnya 

dengan adanya sub varian 
XBB, dengan: 

a. mempersiapkan fasilitas 
pelayanan kesehatan dan 
sumberdaya kesehatan guna 

mengantisipasi lonjakan 
pasien; 

b. memperluas pelaksanaan 

genomik surveilans untuk 
mendeteksi varian baru; dan 
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kesehatan dan vaksin 
dalam negeri. 

 

c. memperketat pelaksanaan 
protokol kesehatan sesuai 

dengan status PPKM. 
2. Komisi IX DPR RI mendesak 

Kementerian Kesehatan RI 

bersama PT Biofarma 
meningkatkan pelaksanaan 

program vaksinasi Covid-19 
berjalan lebih optimal dengan 
memastikan ketersediaan 

vaksin di seluruh daerah. 
3. Komisi IX DPR RI mendukung 

penuh peta jalan kemandirian 
produksi obat, vaksin dan alat 
kesehatan dalam negeri sesuai 

amanat Inpres No. 6 Tahun 
2016 tentang Percepatan 
Pengembangan Industri 

Farmasi dan Alat Kesehatan. 
Untuk itu, Komisi IX DPR RI 

mendesak Kementerian 
Kesehatan R, Badan POM RI 
dan PT Biofarma untuk: 

a. segera melakukan 
konsolidasi lintas sektor 

untuk pelaksanaan peta 
jalan kemandirian produksi 
obat, vaksin dan alat 

kesehatan dalam negeri; 
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b. memastikan perencanaan 
pemenuhan obat, vaksin 

dan alat kesehatan dari 
tingkat pusat sampai ke 
tingkat daerah; dan 

c. menjamin akses pasien 
terhadap obat, vaksin dan 

alat kesehatan serta 
keberlangsungan program 
kesehatan nasional. 

5. --- Kunjungan Kerja Spesifik 
Komisi IX DPR RI  

tanggal 9-11 November 2022 
Komisi IX DPR RI 
melakukan kunjungan kerja 

spesifik tentang pengawasan 
penanganan kasus Gagal 

Ginjal Akut Progresif 
Atipikal pada masa sidang II 
tahun sidang 2022/2023 ke 

provinsi : 
1. Aceh; 

2. Sumatera Barat; dan  
3. Jawa Timur. 

Komisi IX DPR RI mendapat 
masukan langsung baik dari 

Pemerintah Daerah, mitra kerja serta 
masyarakat tentang pengawasan 
penanganan kasus Gagal Ginjal Akut 

Progresif Atipikal. 
 

 

   6. Pharmacist Talking CLub 

dan Kesatuan Aksi 
Memperjuangkan Profesi 

Apoteker Kuat (KAMPAK). 

RDPU tanggal 14 November 

2022. 
1. Agar praktik 

keapotekeran terutama 
apotek berjalan dengan 
baik untuk melindungi 

Komisi IX DPR RI menerima 

penjelasan dan masukan dari 
Pharmacist Talking CLub dan 

KAMPAK terkait dengan tema yang 
dibahas, serta akan menjadi bahan 
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masyarakat Indonesia 
dalam penggunaan obat 

dan sediaan farmasi 
lainnya. 

2. Kondisi terkini kejadian 

gagal ginjal akut pada 
anak yang dikaitkan 

dengan penggunaan obat 
sirup. 

dalam rapat dengan mitra-mitra di 
Komisi IX DPR RI. 
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LAPORAN DWI MINGGUAN 

KOMISI X 

 
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI 

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. RUU 

KEPARIWISATAAN 

2 November 2022 

RDP dengan Eselon I 
Kemenparekraf/Baparekraf 
RI, dengan agenda 

pendalaman substansi NA 
dan RUU Kepariwisataan. 

 

Pendalam dilakukan terhadap beberapa 

substansi, antara lain: pendanaan 
kepariwisataan; tanggung jawab, 
wewenang, hak, kewajiban, dan peran 

serta masyarakat; serta penyelenggaraan 
kepariwisataan. 

 
 

Penyempurnaan 

draf RUU dalam 
rangka menuju 
harmonisasi 

Badan Legislasi. 
 

 
 

 

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN 
- 

 
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. Kemendikbudristek RI 

(Dirjen GTK dan Dirjen 
PAUDDIKDASMEN) 

 
(3 November 2022) 

Penjelasan Skema 

Seleksi GTK PPPK 
Tahun 2022. 

• Kemendikbudristek didesak untuk 
menyelesaikan permasalahan hasil 
seleksi ASN PPPK tahun 2021  dan 

mengoordinasikan permasalahan 
penyelesaian guru honorer atau guru 

PPPK untuk berada langsung dibawah 
koordinasi Wakil Presiden. 
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• Kemendikbudristek RI perlu segara 
menyusun peta jalan penyelesaian 

guru honorer/guru PPPK yang pasti, 
bersama-sama dengan K/L lainnya 

dan Pemerintah Daerah. 

2.  Kemendikbudristek RI Evaluasi Program 

Kerja. 
• Kemendikbudristek RI didorong agar 

segera merealisasikan sisa anggaranya 
yang sebesar Rp24,3 Triliun dengan 

sesuai target pada akhir Desember 
2022 yang berorientasi pada 
pelaksanaan program-program 

prioritas.  

• Evaluasi keberadan LAM PT, dan 
permasalahan penyelenggaraan Seleksi 
Guru ASN – PPK. 

 

3. Kemenpora RI  
(8 November 2022)   

Pemberian 
kewarganegaraan 
Republik Indonesia 

kepada atlet sepak 
bola atas nama 

Sdr. Shayne Elian 
Jay Pattynam. 
 

Usulan kewarganegaraan RI atas nama 
Shayne Elian Jay Pattynama disetujui 
dengan catatan bahwa penetapan 

Kewarganegaraan RI ditetapkan oleh 
instansi yang berwenang berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 

4.  Kemenpora RI 
(8 November 2022 

Evaluasi Program 
Kerja dan 

Sosialisasi UU 
Nomor 11 Tahun 
2022 tentang 

Keolahragaan. 

• Evaluasi program kerja Kemenpora RI 
dan dorongan agar segera 

menyelesaikan Desain Besar 
Kepemudaan. 

• Segera penyelesaian SOP (Standard 
Operational Procedure) Pengamanan 

Pertandingan Sepak bola Indonesia 
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dengan merujuk pada aturan FIFA, 
PSSI dan regulasi tentang keamanan. 

• Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2022 
Tentang Keolahragaan terkait isu 

pendidikan dan pariwisata akan 
dibahas bersama Kemendikbudristek 
RI dan Kemenparekrafr RI dalam forum 

raker.  

5.  Perwakilan Suporter 

Sepakbola  
1. Jakmania Jakarta  

2. Aremania Malang  

3. Bonek Surabaya  

4. PSIS Semarang/Panser 

Biru  

5. Pusamania Samarinda  

6. PSM Makasar/Red Gang 

(8 November 2022) 

Tata kelola dan 

manajemen 
pertandingan serta 
perlindungan 

suporter di dalam 
UU. 

• Masuknya materi Suporter di dalam 
UU Nomor 11 tahun 2022 tentang 
Keolahragaan menjadikan suporter 

menjadi bagian dari ekosistem 
keolahragaan. 

• Dorongan agar masukan suporter 
diakomodir di dalam penyusunan 
regulasi Standard Operational 
Procedure (SOP) penyelenggaraan dan 
pengamanan pertandingan sepak bola 

Indonesia. 

 

6.  1. Kelompok Kerja Guru 
(Bahasa Inggris Sekolah 
Dasar) Provinsi DKI 
Jakarta.  

2. Forum Honorer PGRI 

Provinsi  

Jawa Timur Dan Forum 
Honorer PGRI 
Kresidenan Besuki.  

Pelaksanaan 

Seleksi Guru ASN 
PPPK 2022. 

• Skema anggaran gaji dan tunjangan 
guru PPPK yang bersumber dari 
APBN harus secara baik dipahami 

oleh pemda. 

• Persoalan seleksi Guru ASN PPPK 
difokuskan dengan memperbesar 
ketersediaan formasi secara 

maksimal dengan berkoordinasi 
dengan pemerintah daerah (pemda), 
mencegah terjadinya pergeseran 

antar guru di sekolah induk dan 
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3. Forum Guru Prioritas 
Pertama Negeri Dan 

Swasta (FGPPNS).  
 
(9 November 2022)  

 

mempercepat guru yang lulus PPPK 
untuk mendapatkan SK atau Nomor 

Induk PPPK. 

7.  Perkumpulan Dosen Studi 
Lanjut S3 PTN dan PTS 
 
(14 November 2022) 

Regulasi Akses 

Bantuan Beasiswa 
Unggulan dan BPI. 

Perlu ada skema bantuan khusus untuk 

penyelesaian studi S3 115 dosen PTN dan 
PTS. 

 

8.  Gerakan Ekonomi Kreatif 
Nasional (Gekrafs)  

 
(15 November 2022) 

Pengusulan Hari 
Ekonomi Kreatif 

Nasional Sebagai 
Hari Besar 

Nasional. 

Komisi X DPR RI mendukung usulan Hari 
Ekraf Nasional dengan beberapa catatan di 

antaranya ekosistem ekraf segera 
diwujudkan utamanya pada penguatan 

pentahelix di daerah dan perlu 
diselenggarakan Rembug Nasional Ekraf 
untuk memutuskan tanggal dan konsep 

Hari Ekraf Nasional. 
 

 

9.  Forum Alumni BEM dan 
Senat Mahasiswa (FABEM-
SM) 
 
(15 November 2022) 

Urgensi BEM 
Sebagai Wadah 
Pemersatu 

Alumninya. 

• Sosialisasi keberadaan Forum Alumni 
BEM Universitas. 

• Dukungan Komisi X DPR RI atas 
keberadaan Forum Alumni BEM 

Universitas dan berharap agar 
berperan aktif dalam edukasi politik 

dan pencerahan bagi masyarakat 
dengan semangat dan idealisme 
mahasiswa.  

 

10.  Forum Penggerak Sains 
 

Implikasi 
Perubahan Pusat  

• Perubahan PPPPTK IPA menjadi Balai 
Besar Guru Penggerak (BBGP) 
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(15 November 2022) Pengembangan dan 
Pemberdayaan  
Pendidik dan 
Tenaga 
Kependidikan 
(PPPPTK) menjadi 
Balai Besar Guru 
Penggerak (BBGP).   
 

berdampak OMS atau Forum 
Penggerak Sains tidak memiliki induk. 

• Kebijakan Merdeka Belajar dan 
program turunannya (antara lain 

Program Guru Penggerak dan 
Kurikulum Merdeka) akan ditinjau 
kembali dalam hal signifikansi 

peningkatan mutu pendidikan sains. 

PANJA PERGURUAN TINGGI 

11.  Forum Silaturahim 
Doktor  Indonesia 
(FORSILADI) 
 
(9 November 2022) 

Evaluasi 
Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi. 

Terdapat masukan bagi Panja di 
antaranya terkait :  

• Perlunya transparansi dan 
akuntabilitas berbagai peraturan terkait 

sertifikasi dosen, jabatan fungsional 
dosen dan lebih memperhatikan 

kesejahteraan dosen. 

• Permasalahan Perguruan Tinggi antara 
lain: biaya Pendidikan yang mahal, 
sertifikasi dosen semakin dipersulit, 
akreditasi, akses terhadap jurnal masih 

sulit. 

 

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK 

12.  Kunjungan Kerja Spesifik 
Bidang Olahraga Untuk 
Kesiapan Infrastruktur 
Stadion Piala Dunia FIFA 
U-20 

• Stadion Kapten I 
Wayan Dipta, 
Bali. 

• Stadion 
Manahan, Solo. 

• Gelora Sriwijaya, 
Palembang. 

Persiapan pelaksanaan Piala Dunia FIFA 
U-20 masih menyisakan kendala di 

antaranya:  

• Lapangan Stadion Kapten I Wayan 
Dipta, Stadion Manahan Solo dan 
Manahan Solo oleh Tim Uji FIFA 
dinilai masih perlu ditingkatkan 
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kualitasnya agar sesuai dengan 
standar FIFA. Stadion Kapten I 

Wayan Dipta perlu memperkuat akar 
rumput dan meningkatkan daya 
pantul bola di atas rumput lapangan, 

sedangkan Stadion Manahan perlu 
mengganti jenis rumput dengan jenis 
Zoysa Japonica.  

• Kekurangan jumlah kursi single seat 
Stadion Kapten I Wayan Dipta 
sebanyak 13.000 (KemenPUPR hanya 
menyediakan 5000 kursi single seat 
dari kapasitas stadion 18.000.  

• Beberapa tambahan pembenahan 
pada Stadion Manahan yang masih 
harus dipenuhi dari permintaan FIFA 

antara lain, pagar luar yang akan 
diganti dengan yang lebih kokoh, 
kualitas internet kapasitas tinggi 

ditambah1,5 giga, plaform kamera, 
dll. Terkait penataan rumput, ada 10 

jenis peralatan rumput yang harus 
disiapkan. Perbaikan meubelair, juga 
masih perlu dilakukan.  
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1. --- Rapat Pleno Badan 

Legislasi DPR RI, 
tanggal 7 November 

2022, pukul 13.00 
WIB. 

Pengesahan jadwal acara rapat-rapat 

Baleg Masa Sidang II Tahun Sidang 
2022-2023. 

 

2. RUU tentang 

PENGAWASAN OBAT DAN 
MAKANAN (POM) 

Rapat Pleno Badan 

Legislasi DPR RI, 
tanggal 8 November 

2022, pukul 13.00 
WIB. 

Harmonisasi RUU dengan Pengusul 

RUU/Pimpinan Komisi IX. 
 

 

3. RUU tentang 
KESEHATAN (omnibus 
law) 

 
 
 

 

Rapat Dengar 
Pendapat Umum 
Badan Legislasi DPR 

RI, tanggal 14 
November 2022, 
pukul 10.00 WIB. 

RDPU dengan Ketua Ikatan Ahli 
Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) 
dan Ketua Majelis Kolegium Kedokteran 

Indonesia (MKKI) dalam rangka 
penyusunan RUU. 

 

4. Rapat Dengar 
Pendapat Umum 

Badan Legislasi DPR 
RI, tanggal 14 

November 2022, 
pukul 13.00 WIB. 

RDPU dengan Ketua Asosiasi Fakultas 
Kedokteran Gigi Indonesia (AFDOKGI), 

Ketua Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan 
Indonesia (ARSPI), Ketua Asosiasi 

Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) 
dalam rangka penyusunan RUU. 
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5. Rapat Dengar 

Pendapat Umum 
Badan Legislasi DPR 

RI, tanggal 15 
November 2022, 
pukul 10.00 WIB. 

RDPU dengan Ikatan Apoteker Indonesia 

(IAI), Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI), 
dan Ketua Persatuan Perawat Nasional 

Indonesia (PPNI) dalam rangka 
penyusunan RUU. 

 

6. Rapat Dengar 
Pendapat Umum 

Badan Legislasi DPR 
RI, tanggal 15 

November 2022, 
pukul 13.00 WIB. 

RDPU dengan Perhimpunan Rumah 
Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), 

Gabungan Perusahaan Farmasi 
Indonesia (GPFI), dan Perhimpunan 

Pengusaha Klinik Indonesia (PERKLIN) 
dalam rangka Penyusunan RUU. 
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1. KSR - BKSAP 2nd Virtual Consultative 
Meeting of Young 
Parliamentarians of 
AIPA (YPA). 

Dyah Roro Esti-Golkar), Anggota BKSAP DPR RI 

menghadiri the 2nd Virtual Consultative Meeting of Young 
Parliamentarians of AIPA (YPA) yang dilaksanakan dari 
Parlemen Kamboja di Phnom Penh (2/11/2022).  

 
Pertemuan konsultatif ini dihadiri oleh 13 Anggota 

Parlemen dari 6 negara Anggota AIPA (Cambodia, 
Indonesia, Lao PDR, Singapore, Philippines, Thailand 

dan Vietnam) dan 1 negara sebagai Observer (Brunei 
Darussalam) serta Sekjen AIPA dengan 2 (dua) fokus 

agenda, yaitu: 1) Membahas Draft Resolution on Fostering 
Engagement with Young People for a Sustainable, 
Resilient, and Prosperous ASEAN Community; 2) 
melanjutkan diskusi untuk membahas kemungkinan 

transformasi Meeting of YPA menjadi salah satu Komite 
dalam Sidang Umum AIPA. 

 
Dalam pembahasan draft resolusi, politisi muda dari 

daerah pemilihan Jawa Timur X ini menyampaikan 
usulan terhadap draf resolusi tersebut, termasuk 

perlunya mencantumkan pentingnya partisipasi anak 
muda dalam pembuatan undang-undang atau 

kebijakan, dan juga dukungan parlemen untuk 
mengadopsi dan menerapkan hukum atau kebijakan 

yang lebih menargetkan kaum muda dibidang ekonomi, 
sosial dan lingkungan, diantara yang lainnya. 

2 November 

2022. 
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Pada diskusi transformasi YPA Meeting, seluruh delegasi 
parlemen Anggota AIPA yang hadir juga secara prinsip 

setuju dengan peralihan YPA menjadi Standing 
Committee.   
 

Pertemuan konsultatif ini menyepakati untuk 
menyampaikan masukan tertulis terhadap Draft 

Resolusi dari masing-masing parlemen untuk 
diintegrasikan dan dibahas pada SIUM ke-43 AIPA 

mendatang. 

2. KSB - BKSAP BKSAP SDGs Day 
Universitas 
Muhammadiyah 

Surakarta. 

BKSAP DPR RI menggelar BKSAP SDGs Day yang 

bertema "Optimalisasi Diplomasi Soft Power Parlemen 
Melalui Dunia Pendidikan dan Pertukaran Budaya". 
Acara tersebut berlangsung pada hari Kamis 

(03/11/2022) di Gedung Induk Siti Walidah, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 

 
Dalam diskusi dengan Rektor UMS, Prof. Dr. Sofyan 

Anif, M.Si. beserta jajaran civitas akademika dan 
mahasiswa UMS, Delegasi BKSAP menyampaikan 
peranan diplomasi DPR RI di tingkat bilateral, regional 

dan multilateral. Pada tingkat bilateral, DPR RI telah 
membentuk 102 Grup Kerja Sama Bilateral yang 

bertujuan untuk meningkatkan hubungan Indonesia 
dengan negara mitra yang dapat menghasilkan 

penguatan kerja sama di berbagai bidang. Di fora 
regional dan multilateral, DPR RI aktif menyuarakan 

kepentingan nasional dan perdamaian dunia pada forum 
seperti AIPA, APPF dan IPU. 

 

3 November 

2022. 
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Untuk memastikan pendidikan yang berkualitas (SDG 
No.4), BKSAP berperan dalam menyuarakan pendidikan 

yang setara di forum-forum internasional, dan 
mendorong terciptanya peluang kerja sama antar 

universitas. Dibahas pula tentang youth participation 
and engagement untuk mendukung parlemen dalam 
mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Delegasi 
BKSAP juga mengapresiasi kerja sama UMS dengan 

Tongmyong University yang menghasilkan program 

double degree serta pembukaan cabang UMS di Korea 
Selatan. 
 

Berbagai hal mengemuka dalam sesi diskusi dan tanya 
jawab dengan civitas akademika, termasuk peran DPR 

RI secara menyeluruh. Tugas dan fungsi DPR RI dalam 
bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk 

pendidikan yang berkualitas juga dijelaskan secara 
komprehensif oleh Ketua BKSAP, Dr. H. Fadli Zon (F-

PGerindra), Wakil Ketua BKSAP, Ir. H. A. Hafisz Tohir (F-
PAN), dan anggota BKSAP lainnya, yaitu Singgih 

Januratmoko, S.K.H., M.M. (F-PG) dan Dr. H. Jazuli 
Juwaini, Lc., M.A. (F-PKS). Diharapkan kegiatan ini 

dapat menjembatani kampus dengan DPR RI maupun 
pemerintah, sehingga terbuka kesempatan untuk 

berkolaborasi bagi mahasiswa dan mahasiswi. 

3. KSI - BKSAP Focus Group Discussion 
Pre-COP 27. 

Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc. @fadlizon (F-Gerindra) 

mengatakan perlu keselarasan dan kesamaan persepsi 
antara parlemen dengan pemerintah dalam mengawal 

isu perubahan iklim pada sidang COP27 yang akan 
berlangsung di Sharm El-Sheik, Mesir pada 13 

November mendatang. Diplomasi sesama anggota 

8 November 

2022. 

https://www.instagram.com/fadlizon/


Masa Sidang II Tahun Sidang 2022-2023 

(1 – 15 November 2022) 

 

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN 58 

 

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN 

parlemen yang dijalankan oleh DPR RI akan mendukung 
misi sedang dijalankan pemerintah. 

 
“Selain menghimpun masukan terkait isu yang bergulir 

di Sidang COP27, FGD ini bertujuan untuk 
menyamakan persepsi antara legislatif dengan eksekutif 
dalam membawa misi Indonesia pada COP27,” ungkap 

Fadli Zon saat membuka Focus Group Discussion (FGD) 
persiapan sidang COP27 yang diselenggarakan secara 
virtual dari Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 

(8/10/2022). 
 

Adapun narasumber dalam FGD tersebut yakni Dirjen 
Pengendalian dan Perubahan Iklim Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi 
Dewanthi serta Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan 
Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi 

Yulaswati. 

4. KSB - BKSAP Courtesy Call GKSB 
DPR RI – Parlemen 

Romania dengan Dubes 
Romania. 

Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Romania, Nurul Arifin 

(F-PG) mengadakan courtesy call dengan Dubes Romania 
untuk Indonesia, H.E. Mr. Dan Adrian Balanescu, di 
Gedung Nusantara III Lantai 2. (09/11/2022). 

 
Dalam pertemuan tersebut dibahas hasil kunjungan 

GKSB DPR RI - Parlemen Romania ke Bucharest, 
Romania pada 21 - 27 Oktober 2022 lalu. Disampaikan 

bahwa Delegasi mengunjungi Parlemen Romania, 
Kementerian Luar Negeri Romania, serta Pemerintah 

Daerah Ialomita. Dalam kunjungan tersebut, diskusi 
delegasi dengan pihak romania berfokus pada peranan 

kedua negara untuk berkontribusi dalam keamanan 

9 Novermber 
2022 
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global, mengingat adanya konflik antara Rusia dan 
Ukraina. Romania sebagai negara yang terletak di Eropa 

bagian timur, turut berperan penting dalam menjaga 
keamanan dan stabilitas kawasan tersebut serta 

merawat hubungan baik dengan berbagai negara 
termasuk Indonesia. Kerja sama di bidang pertahanan, 
antar-parlemen, serta antar-daerah diharapakan dapat 

terus meningkat. 
 

Dubes Romania mengapresiasi kunjungan GKSB 
Romania ke Bucharest dan berharap agar hubungan dan 

diskusi yang bermanfaat antara kedua negara dapat 
terus berjalan. Disampaikan juga bahwa pihak parlemen 

Romania akan mengadakan kunjungan ke Indonesia 
pada tahun 2023. Dubes juga mengharapkan kiranya 

Menteri Luar Negeri Indonesia dapat melakukan 
kunjungan balasan ke Romania pada tahun depan. 

5. KSB - BKSAP Working Dinner GKSB 

DPR RI – Parlemen 

Azerbaijan dengan 

Dubes Azerbaijan. 

Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen 

Azerbaijan menghadiri undangan working dinner dari 
Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia H.E. Mr. Jalal 
Mirzayev di The Westin Jakarta, Rabu (9/11/2022). 

 
Pertemuan membahas sejumlah hal strategis terkait 

penguatan hubungan bilateral kedua negara. Ketua 
GKSB DPR-Parlemen Azerbaijan, Muhammad Iqbal, SE, 

M.Com (F-PPP) mengapresiasi kehadiran Ketua Majelis 

Nasional (National Assembly) Azerbaijan dalam 
penyelenggaraan Sidang KTT P20 di Gedung DPR RI, 
Jakarta beberapa waktu lalu. Selain itu, GKSB DPR juga 

menyampaikan rencana kunjungan kerja ke Baku, 

9 November 
2022. 
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Azerbaijan pada Januari 2023 mendatang. 
 

Dubes Azerbaijan menyambut baik rencana kunjungan 
GKSB DPR, sejalan dengan hasil diskusi antara Ketua 

Parlemen Kedua Negara dalam pertemuan bilateral di 
sela sidang P-20, bahwa peningkatan kerja sama kedua 
negara perlu ditindaklanjuti dengan saling kunjung 

pejabat tinggi kedua negara. Diharapkan kunjungan 
GKSB ke Azerbaijan akan menjadi pemicu untuk 

peningkatan hubungan yang lebih baik lagi dan akan 
dilanjutkan dengan kunjungan Ketua DPR RI ke 

Azerbaijan.  
 

Pada sektor ekonomi, neraca perdagangan Indonesia 
dengan Azerbaijan telah mencapai 2,3 miliar USD dalam 

kurun waktu 10 tahun terakhir. Indonesia juga 
merupakan satu dari lima negara pengimpor minyak 

terbesar dari Azerbaijan. Sebagai sesama negara muslim, 
kedua negara juga saling dukung dalam pengembangan 

wisata halal dan produk halal. 
 

Anggota GKSB DPR-Parlemen Azerbaijan yang turut 
hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya, Yulian 

Gunhar, SH., MH. (F-PDIP) Dra. Hj. Elva Hartati, SIP, 
MM (F-PDIP), H. Abidin Fikri, SH, MH (F-PDIP), Bobby 

Adhityo Rizaldi, SE, AK, MBA, CFE (F-PG). 

6. KSR – BKSAP AIPA – ASEAN 
INTERFACE . 

Delegasi DPR RI diwakili Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon dan 

Wakil Ketua BKSAP Putu Rudana Supadma menghadiri 
AIPA-ASEAN Interface at the 40th and 41st ASEAN 

10 – 11 

November 
2022. 
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Summits, Kamis 10 November 2022, di Phnom Penh, 
Kingdom of Cambodia. 

 
Sebelum menghadiri pertemuan AIPA-ASEAN Interface 
tersebut, Delegasi Indonesia dan tujuh anggota AIPA 

lainnya menghelat pertemuan pendahuluan untuk 

merumuskan posisi AIPA terhadap the 40th and 41st 
ASEAN Summits.  

 
Posisi AIPA tersebut diwujudkan dalam bentuk AIPA 
Message yang disampaikan Presiden AIPA dan dijabat 
Ketua Parlemen Kamboja. 

 

Pertemuan perumusan AIPA Message dipimpin 
Kittisethabindit CHEAM YEAP, Wakil Pertama Parlemen 

Kamboja. Dalam pertemuan tersebut, Delegasi Indonesia 
aktif memberikan masukan substansi maupun 

redaksional antara lain agar bahasa yang pergunakan 

dalam AIPA Message menunjukkan makna yang lebih 
positif. Delegasi Indonesia meminta agar diksi ‘krisis’ 
diganti dengan diksi ‘tantangan’. 

 

Beberapa masukan Indonesia yang disampaikan secara 

tertulis sebelum pertemuan perumusan AIPA Message 
dihelat, berhasil diadopsi forum. Masukan-masukan 

tersebut adalah, pertama, mengingatkan bahwa 
turbulensi ASEAN ini dipicu tantangan global yang 

tengah bergejolak. 
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Kedua, menekankan urgensi Komunitas ASEAN yang 
harmonis, damai, stabil dan sejahtera, yang mendasari 

keterlibatan ASEAN dengan kawasan yang lebih luas 
dan tanggapan ASEAN terhadap dampak dan 

ketidakpastian yang ditimbulkan oleh tantangan regional 
dan global.  

 

Ketiga, menegaskan bahwa praktik diplomasi Parlemen 
AIPA harus didasarkan atas HAM, demokrasi, 

perdamaian, keamanan dan kemakmuran di ASEAN.  

 

Keempat, mengingatkan urgensi penguatan 

multilateralisme dan pencapaian SDGs. 

Untuk diketahui, AIPA-ASEAN Interface at the 40th and 
41st ASEAN Summits diikuti oleh Indonesia, Singapura, 
Malaysia, Thailand, Kamboja, Laos, Vietnam, dan 
Filipina.   

7. KSI - BKSAP COP 27 di Sharm El – 
Sheikh, Mesir. 

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc (F-
Gerindra), mengusulkan tiga poin dalam mengatasi 

dampak perubahan iklim yang kian mengkhawatirkan. 

Hal tersebut disampaikannya pada sesi Climate Action 
and Sustainable Development: How Can Parliament 
Address The Interlinkages for a More Resilient World? 

sidang COP27 di Sharm El-Sheikh, Mesir, Minggu 
(13/11/2022). 

 

Dr. Fadli Zon menekankan pentingnya multilateralisme 

dan diplomasi parlemen, melalui upaya diplomasi, harus 

13 November 
2022. 
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sebagai katalis untuk memperbaharui solidaritas antar 
negara untuk mewujudkan Perjanjian Paris. 

 

Kedua, golongan rentan harus diutamakan untuk 

mendapat prioritas perlindungan. Dan yang ketiga 
adalah kepemimpinan yang kuat. Apalagi perjuangan 
melawan dampak perubahan iklim merupakan mesin 

penggerak dalam memulihkan dunia. Parlemen harus 
mengawasi dan memastikan akuntabilitas atas semua 

upaya pemerintah untuk pemulihan global serta mitigasi 
dan adaptasi terhadap perubahan iklim. 

 

Dalam sesi Prioritizing Accountability for Climate Justice, 
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) 

DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan dalam 
intervensinya, saat ini dunia tengah dilanda berbagai 
macam krisis. Mulai dari krisis yang diakibatkan oleh 

pandemi Covid-19, krisis iklim, permasalahan 
kemanusiaan hingga konflik geopolitik yang berdampak 

pada kacaunya beberapa tatanan internasional yang 
dirasakan di setiap penjuru dunia. Tidak ada negara 

yang dapat menyelesaikan masalah pembiayaan 
perubahan iklim sendirian. 

 

Dalam kesempatan ini beliau menambahkan bahwa 

Presidensi G20 yang akan berlangsung di Indonesia 
fokus pada peningkatan kolaborasi antar para pemimpin 

lembaga keuangan dari masing-masing negara dengan 
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sektor perbankan. Kolaborasi tersebut akan mendorong 
terciptanya pola kemitraan secara bergotong royong 

untuk menyelesaikan masalah pembiayaan perubahan 
iklim. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mengatasi 

kesenjangan pembiayaan dalam memitigasi perubahan 
iklim. Kami meyakini, dengan adanya kerja sama 
internasional dan melakukan beberapa perubahan 

terhadap sistem yang ada, parlemen akan mampu 
mengatasi berbagai macam krisis yang tengah melanda 

dunia. 

 

Di samping itu, sumber daya keuangan dan investasi 
memegang peranan penting dalam mengatasi perubahan 

iklim. Baik untuk mengurangi emisi, mempromosikan 
adaptasi terhadap dampak yang sudah terjadi, hingga 

untuk membangun ketahanan global. Parlemen 
memainkan peran penting. Melalui fungsi legislasi, 

anggaran dan pengawasan, harus bisa memastikan 
akuntabilitas dan transparansi pembiayaan perubahan 

iklim. 

 

Atas dasar itu pula, akuntabilitas dijadikan tolak ukur 
parlemen dalam mengawasi realisasi pembiayaan 

perubahan iklim. Disamping itu, parlemen juga 
menyuarakan aspirasi dari masyarakat sipil dan juga 

para ahli terkait isu-isu perubahan iklim. 
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Turut hadir dalam sidang COP27 di Sharm El-Sheikh, 
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bapak Gilang Dhielafararez, 

S.H., LL.M. (F.PDI Perjuangan), Bapak Dr. Mardani Ali 
Sera, M.Eng., dan Bapak Ir. Achmad Hafisz Tohir. Hadir 

pula Anggota BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri, 
S.Sos., MCOMN&MEDIAST  dan Ibu Ina Ammania (F-PDI 
Perjuangan) serta Ibu Dewi Coryati (F-PAN). 
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MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) 
 

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA 
OBJEK 

PENGAWASAN 
INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. DPRD Kab. Teluk Wondama Kode Etik dan tata 

beracara Badan 
Kehormatan DPRD. 
 

Menerima DPRD Kab. Teluk Wondama 

dalam rangka Konsultasi terkait 
penegakkan kode etik dan tata beracara 
Badan Kehormatan DPRD. 

Tanggal 1 

November 2022 

2. Mahasiswa Kampus 

Merdeka 

 Menerima audiensi mahasiswa program 

Kampus Merdeka. 

Tanggal 4 

November 2022 

3 DPRD Kota Salatiga Tugas pokok dan 

fungsi DPRD.  
 
 

Menerima DPRD Kota Salatiga dalam 

rangka optimalisasi tugas pokok dan 
fungsi DPRD serta untuk meningkatkan 
kapasitas DPRD Kota Salatiga terkait 

peran pimpinan dalam peningkatan 
kinerja DPRD. 

Tanggal 8 

November 2022 

4 Mahasiswa Kampus 
Merdeka 

 Menerima audiensi mahasiswa program 
Kampus Merdeka. 

Tanggal 10 
November 2022 

5 KBRI Bern dan Parlemen 
Swiss 

 

Kunjungan Kerja 
Ke Negara Swiss 

Dalam rangka mendapatkan masukan 
mengenai kode etik dan hak imunitas 

dewan. 

Tanggal 3 s.d 9 
November 2022 
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1. Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) RI  

Akuntabilitas 

Keuangan Negara. 
 

BAKN DPR RI melakukan kegiatan Paket 

Meeting, selanjutnya melakukan 
pertemuan dengan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) RI dalam rangka 
Pendalaman atas Penelaahan BAKN DPR 

RI terhadap Ikhtisar Pemeriksaan 
Semester (IHPS) Semester I Tahun 2022. 

Dilaksanakan 

pada tanggal 01 
s.d 03 November 

2022. 
 

2. BAKN DPR RI melakukan kegiatan Paket 
Meeting, selanjutnya melakukan 
pertemuan dengan Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) RI dalam rangka 
Pendalaman temuan Bea dan Cukai pada 

pada Ikhtisar Pemeriksaan Semester 
(IHPS) Semester I Tahun 2022. 

Dilaksanakan 
pada tanggal 11 
s.d 13 November 

2022. 
 

3. • Pemda Provinsi 
Nangroe Aceh 

Darussalam 

• Ditjen Bea dan Cukai 
Kementerian Keuangan 
RI 

Akuntabilitas 
Keuangan Negara. 
 

BAKN DPR RI melakukan kunjungan 
kerja ke kerja ke Provinsi Aceh,  
selanjutnya melakukan pertemuan dengan 
Pemda Provinsi Aceh dan Kepala Kantor 
Wilayah DJBC Aceh, beserta Jajarannya, 

dalam rangka Penelaahan BAKN DPR RI 
terhadap LHP BPK RI terkait Kepabeanan 
dan Cukai. 

Kunjungan Kerja 
dilaksanakan 
pada tanggal 14 

s.d. 16 November 
2022. 
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PANITIA KHUSUS (PANSUS) 

PANITIA KHUSUS (PANSUS) 
 

NO 
 

JUDUL RUU AGENDA INFO SINGKAT KETERANGAN 

1. RUU tentang 
LANDAS 
KONTINEN 

Rapat Panja (Intern)   
1. Penyampaian 

Jawaban 

Kegiatan Panja 
2. Menyusun 

Jadwal Kegiatan 
Panja  

1. Rapat panja telah menerima jawaban/tanggapan DIM 
Pemerintah terhadap RUU tentang Landas Kontinen. 

2. Disepakati Panja akan melakukan Rapat Panja 

Bersama Pemerintah tanggal 16 dan 17 November 
2022 di Pansus B. 

3. Rapat Panja Berkomitmen untuk menyelesaikan 
Pembahasan RUU Tingkat I pada Masa Sidang II 
Tahun 2022-2023. 

4. Rekapitulasi DIM yang telah disusun sebanyak 300 
DIM. 

Rapat tanggal 
Kamis,  10 
November  

2022. 

 
 
 
 

***** 


